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The purpose of this study is to examine the association of individual characteristics of local 
government toward the implementation of performance measurement systems (PMS). In addition, 
this study will also investigate the institutional isomophism phenomenon which occurs related to 
the PMS implementation. The study employs a mixed methods approach i.e. two-stage sequential 
explanatory. The first stage was hypothesis testing using Structural Equation Modeling (SEM), 
and the second stage using deductive thematic analysis. The study find that self-efficacy and 
conscientiousness trait associated with PMS implementation. Then, PMS impelementation is 
triggered and triggering different isomorphism phenomenon i.e. coercive, mimetic and normative. 
 






Tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan karakteristik pemerintah daerah menuju penerapan 
performance measurement systems (PMS). Penelitian ini juga menginvestigasi fenomena 
isomorfisma institusional yang berhubungan dengan penerapan PMS. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan metode campuran seperti two-stage sequential explanatory. Langkah pertama 
menguji hipotesis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), dan langkah kedua 
menggunakan deductive thematic analysis. Penelitian ini menemukan self-efficacy dan 
conscientiousness berhubungan denganpenerapan PMS. Kemudian, penerapan PMS dipicu dan 
memicu fenomena isomorfisma yang berbeda seperti koersif, mimetic dan normatif. 
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PENDAHULUAN 
Isu kinerja dan sistem pengukuran kinerja di 
ranah sektor publik, khususnya lembaga 
pemerintahan masih menjada topik hangat 
penelitian (Ittner et al. 2002; Sofyani dan 
Akbar 2013). Di Indonesia sendiri kajian 
kinerja masih menjadi tugas rumah dari Badan 
Pemeriksa Keuangan selaku lembaga yang 
terlibat dalam pengembangan instrument sis-
tem pengukuran kinerja. Sampai hari ini, 
banyak lembaga pemerintahan, khususnya 
pemerintah daerah, yang hanya berfokus pada 
upaya pencapaian kinerja keuangan dan upaya 
memperoleh opini audit “wajar”. Padahal, 
karakteristik lembaga sektor publik yang 
notabene nirlaba, seharusnya lebih meng-
utamakan outcome dan impact dari suatu ope-
rasional yang diselenggarakan oleh organisasi 
daripada aspek keuangan. 
Di Indonesia isu menyangkut sistem 






baik pusat maupun daerah, mulai diatur se-
menjak dikeluarkannya Instruksi Presiden 
(Inpres) Nomor 7 tahun 1999. Inpres tersebut 
mengisyaratkan untuk diterapkannya Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas dan 
kinerja pemerintah di Indonesia. Dalam per-
jalanannya, implementasi sistem pengukuran 
kinerja ini berjalan tidak sesuai harapan. 
Dalam laporan yang diunggah di situs Ke-
menterian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi mengenai pelaporan 
akuntabilitas kinerja, dari semua pemerintah 
daerah di Indonesia tahun 2010, hanya ter-
dapat 9 (sembilan) pemerintah provinsi dan 5 
(lima) kabupaten/kota yang dinilai B (baik). 
Sedangkan pemerintah daerah yang mendapat 
predikat CC (cukup baik) ada sekitar 16,27 
persen dari total 29 provinsi dan 57 kabu-
paten/kota yang dievaluasi. Capaian ini tidak 
sesuai dengan target yang telah ditetapkan 
yakni sekitar 20 persen pemerintah daerah 
mendapat penilaian akuntabilitas kinerja CC 
(cukup baik). Pada tahun 2012, terjadi penu-
runan pada kabupaten yang memperoleh pre-
dikat B (baik), yakni hanya 2 (dua) kabupaten 
saja, yaitu; Sukabumi dan Sleman, dan 104 
(23,74 persen) kabupaten/kota yang men-
dapatkan predikat CC (cukup baik) dari total 
438 kabupaten/kota yang dievaluasi 
(www.menpan.go.id).  
 Dari berbagai permasalahan yang mun-
cul terkait implementasi sistem pengukuran 
kinerja tersebut, maka banyak pula riset-riset 
yang mengangkat isu sistem pengukuran 
kinerja yang didasarkan pada teori organisasi 
(Pfeffer 1982). Namun, beberapa penelitian 
terdahulu yang dilakukan Julnes dan Holzer 
(2001), Cavaluzzo dan Ittner (2004), Sofyani 
dan Akbar (2013) mengenai sistem peng-
ukuran kinerja hanya berfokus kepada faktor 
internal dan eksternal organisasional yang 
lebih mengarah kepada hal-hal non-manusia 
atau individu. Sementara, Robbins dan 
Timothy (2010) mengemukakan bahwa 
kinerja atau prestasi organisasi bergantung 
pada kinerja individu atau anggota organisasi. 
Berdasarkan argumen tersebut penelitian ini 
menguji faktor karakteristik individu dan kai-
tannya dengan implementasi sistem peng-
ukuran kinerja di lembaga pemerintah daerah. 
Karakteristik yang dimaksud meliputi:tingkat 
self efficacy dan jenis keperibadian individu, 
yaitu: Conscientiousness, Opennes To Expe-
rience, dan kesesuaian kompetensi pendidikan 
individu dengan tugas dan peran individu ter-
sebut di organisasi (Larson 1977; Collins 
1979; DiMaggio dan Powell 1983; Gudono 
2014). 
Penelitian mengenai faktor karakteris-
tik individu terhadap impelemntasi sistem 
penguuran kinerja penting dilakukan sebagai-
mana pendapat Lee dan Bobko (1994) yang 
mengemukakan bahwa individu yang memi-
liki self efficacy yang tinggi akan mencurah-
kan fokusnya untuk mencapai tujuan atau 
kinerja yang ditetapkan. Hal ini mengindikasi-
kan bahwa Self efficacy mempunyai pengaruh 
terhadap hubungan antara penetapan tujuan 
dan kinerja individu (Robbins 1998). Sedang -
kan dalam hal kepribadian, McRae dan Costa 
(1986) dan Guadagno et al. (2007) menyata-
kan bahwa orang yang memiliki sifat con-
scientiousness secara individual mampu 
memecahkan masalah dan mencapai level 
kesuksesan yang tinggi melalui perencanaan 
yang penuh tujuan dan penuh ketekunan. 
Adapun individu yang opennes to experience 
cenderung imajinatif, menyukai sesuatu yang 
bervariasi, dan bebas. Penjelasan lain menge-
nai individu dengan tipe opennes to expe-
rience dikemukakan oleh McElroy et al. 
(2007) yang menyatakan bahwa orang dengan 
tipe opennes to experience memiliki keingin-
tahuan dan kesediaan untuk mengeksplorasi 
suatu ide baru. 
Selain tiga faktor individu di atas, 
Meister (1998) secara spesifik mengemukakan 
bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, 
keterampilan, tindakan atau perilaku, dan pola 
pikir yang secara reliabel membedakan antara 
seseorang dengan orang lain khususnya dalam 
hal pencapaian kinerja. Dengan demikian, 
kompetensi dapat menggiring kepada kesuk-
sesan dimasa mendatang (McClelland 1973). 
Berdasarkan kajian literatur dan beberapa pe-
nelitian terdahulu tersebut, peneliti menduga 







cacy yang tinggi, kepribadian conscien-
tiousnes, opennes to experience, dan kompe-
tensi yang dimiliki pegawai pemerintah dae-
rah, akan memberikan dampak positif terha-
dap implementasi sistem pengukuran kinerja.  
Berbeda dengan penelitian yang di-
lakukan Cavaluzzo dan Ittner (2004); Julnes 
dan Holzer (2001); dan Sofyani dan Akbar 
(2013), penelitian ini tidak hanya fokus pada 
pengujian hipotesis yang didasarkan pada teori 
institusional, tetapi juga berupaya meng-
eksplorasi fenomena implementasi sistem 
pengukuran kinerja pemerintah daerah di 
Indonesia yang didasari pada teori isomor-
fisma institusional (DiMaggio dan Powell 
1983). Menurut Akbar et al. (2012) studi yang 
mengadopsi teori institusional mengasumsikan 
bahwa organisasi bersaing tidak hanya untuk 
sumber daya dan pelanggan tetapi juga untuk 
kekuasaan politik dan legitimasi institusional. 
Oleh karena itu, dari perspektif tersebut, 
logika perubahan dalam sistem pengukuran 
kinerja (Performance Measurement System–
PMS) yang dilembagakan ke dalam organisasi 
akan berhubungan dengan tiga mekanisme 
isomorfisma: koersif, mimetik, dan normatif 
(Scott 1998; DiMaggio dan Powell 1983). 
Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan 
pendekatan metoda riset campuran yang 
memungkinkan mampu menggali tujuan-
tujuan penelitian yang agak kompleks. 
Hasil peneleitian ini memiliki kontri-
busi dalam pengembangan teori isomorpisma 
institusional khususnya dalam kaitannya de-
ngan upaya meningkatkan kualitas impe-
lemtasi system pengukuran kinerja di ranah 
sektor publik. Selain itu hasil penelitian ini 
juga menjadi tambahan referensi untuk riset di 
bidang sektor public khususnya yang ber-
kaitan dengan isu sistem pengukuran kinerja 
yang dikaitkan dengan faktor karakteristik 
individu.  
 
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN 
HIPOTESIS 
Isomorfisma Institutional  
Banyak literatur institusional menekankan 
bahwa struktur dan proses organisasi cende-
rung menjadi seragam (isomorphic) dengan 
norma–norma yang diterima untuk jenis orga-
nisasi tertentu (DiMaggio dan Powell  1983). 
Hal ini berakibat pada munculnya perilaku 
organisasi untuk melegitimasi cara–cara ter-
tentu dalam hal pengorganisasian (Sofyani dan 
Akbar 2013). Dalam kajian organisasi, mayo-
rutas studi menggunakan teori organisasi 
(beberapa literatur menyebutnya teori insti-
tusional) untuk menjelaskan perilaku organi-
sasi yang diteliti (Berry et al. 2009). Namun, 
belakangan muncul perspektif lain yang 
digunakan untuk menjelaskan perilaku organi-
sasi, khususnya sektor publik, yakni isomor-
fisme institusional (lihat Akbar et al. 2012; 
Wijaya dan Akbar 2013; Sofyani dan Akbar 
2013).  
Isomorfisma institusional merupakan 
turunan dari teori organisasi (Gudono 2014). 
Meyer dan Rowan (1977) dan Fennell (1980) 
mengemukakan ada dua jenis isomorfisma, 
yakni: (1) isomorfisma kompetitif (Compe-
titive Isomorphism), yakni: asumsi rasionalitas 
sistem yang menekankan persaingan pasar, 
perubahan yang bagus, dan pengukuran kese-
suaian; dan (2) isomorfisma institusional 
(Institutional Isomorphism); organisasi ber-
saing tidak hanya untuk sumber daya dan 
pelanggan, tetapi untuk kekuasaan legitimasi 
politik dan institusional, untuk kesesuaian 
sosial serta ekonomi. Konsep isomorfisma 
institusional merupakan alat yang berguna 
untuk memahami politik dan tata cara yang 
meliputi kehidupan organisasi yang lebih 
modern.  
Isomorfisma institusional merupakan 
sebuah konsep yang berguna pada organisasi 
saat ini dimana politik dan budaya “sere-
monial dan adimistratif formil” tertanam 
dalam kehidupan organisasi, khususnya dalam 
organisasi sektor pubik di Indonesia (Sofyani 
dan Akbar 2013). DiMaggio dan Powell 
(1983) mengidentifikasi tiga mekanisme untuk 
perubahan institutional isomorphic (bagai-
mana organisasi menyesuaikan diri). Pertama, 
isomorfisma koersif (coercive), isomorfisma 
mimetik atau meniru-niru (mimetic), dan iso-
morfisma normatif (normative) yang biasanya 






fisma koersif merupakan hasil dari tekanan 
formal maupun informal yang diberikan pada 
organisasi dengan organisasi lainnya dimana 
mereka saling bergantung dan didalamnya 
terdapat fungsi organisasi.  
Isomorfisma meniru-niru terjadi ketika 
teknologi organisasi kurang dipahami (March 
dan Olsen 1976), ketika tujuan yang ambigu, 
atau ketika terdapat ketidakpastian lingkungan 
yang simbolik (Wijaya dan Akbar 2013), 
maka organisasi akan cenderung menjadikan 
diri mereka sebagai model yang sama seperti 
organisasi lain dan mendorong organisasi 
untuk melakukan imitasi. Sedangkan isomor-
fisma normatif berkaitan dengan profesi-
onalisme yang ditafsirkan sebagai perjuangan 
kolektif dari anggota organisasi untuk 
menentukan kondisi dan metoda kerja mereka, 
untuk mengontrol "produksi" dan untuk 
mengembangkan kognitif dan melegitimasi 
otonomi pekerjaan mereka. (Larson 1977; 
Collins 1979; DiMaggio dan Powell 1983; 
Sofyani dan Akbar 2013). 
Menurut Akbar et al.. (2012) studi 
yang mengadopsi teori institusional meng-
asumsikan bahwa organisasi bersaing tidak 
hanya untuk sumber daya dan pelanggan tetapi 
juga untuk kekuasaan politik dan legitimasi 
institusional. Oleh karena itu, dari perspektif 
tersebut, logika perubahan dalam sistem peng-
ukuran kinerja (Performance Measurement 
System–PMS) yang dilembagakan ke dalam 
organisasi bisa ditempuh dengan tiga meka-
nisme isomorfisma institusional: koersif, 
mimetik, dan normatif (Scott 1998; DiMaggio 
dan Powell 1983). 
  
Sistem Pengukuran Kinerja dan Isomorfisma 
Terbitnya Inpres No 7 tahun 1999 juga men-
jadi pintu gerbang reformasi birokrasi pasca 
orde baru. Bersamaan dengan itu lahir Sistem 
Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) sebagai salah satu konsekuensi dari 
diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. 
Namun, jika dilihat dari segi teoritis, adalah 
bentuk isomorfisma mimetik atau upaya me-
niru-niru pemerintah Indonesia terhadap 
pemerintahan di negara lain yang dinilai lebih 
maju. Menurut Tolbert dan Zucker (1983) 
reformasi pelayanan sipil diadopsi karena 
menjadi simbolis dari pemerintahan yang baik 
bukan karena tujuan efisiensi. Oleh karenanya, 
peniruan yang dilakukan dapat mengarahkan 
organisasi kepada pelaksanaan suatu meka-
nisme kerja yang hanya sebatas seremonial 
formal, bukan berorientasi pada substansi 
(March dan Olsen 1976, DiMaggio dan 
Powell 1983; Tolbert dan Zucker 1983; 
Sofyani dan Akbar 2013; Gudono 2014).  
Dari pandangan lain, Sihaloho dan 
Halim (2005) menilai bahwa niat penggunaan 
sistem pengukuran kinerja lebih didominasi 
oleh tekanan luar (isomorfisma koersif) 
(Tolbert dan Zucker 1983). Hal itu dimung-
kinkan berdampak pada pelaksanaan sistem 
pengukuran kinerja yang tidak bernilai tambah 
tekanan yang ada hanya memunculkan kepa-
tuhan semu atau pelaksanaan ritual yang ber-
tujuan agar organisasi dilihat patuh oleh ling-
kungan di luarnya (Gudono 2014). Berangkat 
dari argumen di atas, kemungkinan pendorong 
pelaksanaan SAKIP didasari pada isomor-
fisme mimetic dan koersif sangat erat kaitan-
nya dengan faktor individu atau anggota orga-




Self efficacy diturunkan dari teori Kognitif 
sosial (Social cognitive theory) yang pertama 
kali dikemukakan oleh Bandura (1997). 
Secara sederhana teori kognitif sosial menya-
takan bahwa sebagian besar pengetahuan dan 
perilaku anggota organisasional digerakkan 
dari lingkungan, dan secara terus-menerus 
mengalami proses berpikir terhadap informasi 
yang diterima. Hal tersebut memengaruhi 
motivasi, sikap, dan perilaku individu. Indi-
vidu yang memiliki self efficacy yang tinggi 
akan mencurahkan semua perhatiannya untuk 
mencapai tujuan tertentu dari suatu tugas. 
Ketika menghadapi hambatan atau kesulitan 
dalam pencapaian tujuan, individu yang 
memiliki self efficacy tinggi akan berusaha 
secara maksimal agar mampu bertahan lebih 
lama dan berhasil mencapai tujuan atau 
kinerja yang ditetapkan (Lee dan Bobko 







memiliki self efficacy tinggi akan mungkin 
menjalankan sistem pengukuran kinerja 
sebagai suatu amanat yang harus dilakukan 
sebaik mungkin dan seperti yang seharusnya 
demi mempertahankan profesionalismenya 
(Larson 1977; Collins 1979). Berdasarkan 
uraian di atas, hipotesis yang dirumuskan 
adalah sebagai berikut: 
H1a:  Self efficacy yang tinggi dari pegawai 
pemerintah berhubungan positif dengan 
pengembangan sistem pengukuran kinerja. 
H1b:  Self efficacy yang tinggi dari pegawai 
pemerintah berhubungan positif dengan 
akuntabilitas kinerja. 
H1c:  Self efficacy yang tinggi dari pegawai 
pemerintah berhubungan positif dengan 
penggunaan informasi kinerja. 
 
Conscientiousness 
Conscientiousness (di literatur lain disebut 
dengan “intellect”) berhubungan dengan cara 
individu mengontrol, mengatur, dan meng-
arahkan dorongan hati (impulses). Orang yang 
memiliki sifat conscientiousness secara indi-
vidual menghindari masalah dan mencapai 
level kesuksesan yang tinggi melalui peren-
canaan yang penuh tujuan dan penuh kete-
kunan (McRae dan Costa 1986). Individu 
yang memiliki tipikal ini pada sisi positifnya 
sangatlah pintar dan dapat diandalkan. Dengan 
rasional, kedisiplinan, kehati-hatian, suka 
menganalisis, dapat menentukan tindakan, 
mengadopsi opini, dan cenderung mengguna-
kan informasi yang tersedia untuk membuat 
kesimpulan atau sebagai dasar pengambilan 
keputusan dimiliki individu conscientiousness 
(Korzaan dan Boswell 2008; McRrae dan 
Costa 1986) mungkin untuk mengarahkan tin-
dakan individu tersebut kepada pola perilaku 
normatif terhadap implementasi sistem peng-
ukuran kinerja, khususnya di lingkup peme-
rintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, 
maka hipotesis yang dirumuskan adalah 
sebagai berikut: 
H2a: Conscientiousness berhubungan positif 
dengan pengembangan sistem peng-
ukuran kinerja. 
H2b:  Conscientiousness berhubungan positif 
dengan akuntabilitas kinerja. 
H2c:  Conscientiousness berhubungan positif 
dengan penggunaan informasi kinerja. 
Opennes to Experience 
McRae dan Costa (1986) da n Guadagno et al. 
(2007) mengatakan bahwa individu yang 
memiliki opennes to experience cenderung 
imajinatif, menyukai sesuatu yang bervariasi, 
dan bebas. McElroy et al. (2007) menambah-
kan bahwa orang dengan tipikal opennes to 
experience memiliki keingintahuan dan kese-
diaan untuk mengeksplorasi suatu ide baru. 
Individu yang terbuka cenderung untuk 
menemukan ide-ide baru, mendapatkan nilai-
nilai luar biasa, dan sepenuh hati memper-
tanyakan otoritas. Sifat imajinatif, kreatif, dan 
memiliki keinginan intelektual tinggi yang 
dimiliki individu dengan tipikal opennes to 
experience (Korzaan dan Boswell 2008; 
McRae dan Costa 1986) akan mungkin untuk 
mengarahkan tindakan individu tersebut 
kepada keinginan melaksanakan sistem peng-
ukuran kinerja secara baik dan profesional dan 
tidak hanya sebatas tuntutan administratif saja. 
Profesionalisme adalah sumber dari muncul-
nya isomorfisma normatif (Larson 1977; 
Collins 1979; DiMaggio 1983). Berdasarkan 
uraian di atas, maka hipotesis yang dirumus-
kan adalah sebagai berikut: 
H3a:  Opennes to experience berhubungan po-
sitif dengan pengembangan sistem 
pengukuran kinerja. 
H3b:  Opennes to experience berhubungan 
positif dengan akuntabilitas kinerja. 
H3c:  Opennes to experience berhubungan 




Kompetensi (competency) didefinisikan se-
bagai karakteristik yang dimiliki seseorang 
yang memungkinkan mereka untuk memiliki 
kinerja yang unggul (McClelland 1973). Lebih 
jauh, McClelland (1973) menyatakan bahwa 
kompetensi dapat menggiring kepada kesuk-
sesan dimasa mendatang. Sedangkan Meister 
(1998) secara lebih spesifik mengemukakan 
bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, 
keterampilan, tindakan atau perilaku, dan pola 






seseorang dengan orang lain khususnya dalam 
hal pencapaian kinerja. Dalam konteks peneli-
tian ini, individu yang memiliki latar belakang 
pendidikan di sektor publik khususnya peme-
rintahan ataupun pendidikan yang sesuai 
dengan tugas dan jabatan yang diemban akan 
lebih mampu menjalankan konsep sistem 
pengukuran kinerja dibandingkan dengan 
individu yang berlatar belakang pendidikan 
bukan dari sektor publik dan tidak sesuai 
dengan tugas yang diemban. Hal ini dikarena-
kan konsep dari sistem pengukuran kinerja 
secara teoritis telah dipelajari oleh mereka 
yang berlatar belakang pendidikan sektor 
publik dan sesuai dengan tugas. Sehingga, 
aplikasi praktis dari konsep disiplin ilmu ter-
sebut di lingkungan kerja menjadi lebih di-
pahami oleh mereka yang berlatar belakang 
pendidikan di sektor publik dan sesuai dengan 
tugasnya daripada yang tidak. Berdasarkan 
uraian di atas, maka hipotesis yang dirumus-
kan adalah sebagai berikut: 
H4a: Kesesuaian tugas dengan kompetensi 
berhubungan positif dengan pengem-
bangan sistem pengukuran kinerja. 
H4b: Kesesuaian tugas dengan kompetensi 
berhubungan positif dengan akuntabili-
tas kinerja. 
H4c: Kesesuaian tugas dengan kompetensi 
berhubungan positif dengan penggunaan 
informasi kinerja. 
 
Sebagaimana pendapat Larson (1977) 
dan Collins (1979), DiMaggio (1983) isomor-
fisma normatif berhubungan dengan profesi-
onalisme sebagai perjuangan kolektif dari 
anggota organisasi untuk menentukan kondisi 
dan metoda kerja mereka dan untuk mengem-
bangkan kognitif dan melegitimasi otonomi 
pekerjaan mereka. Profesionalisme jarang 
dicapai dengan sukses karena profesional 
harus berkompromi dengan klien non–profe-
sional, atasan, atau regulator. Dua aspek 
profesionalisasi merupakan sumber penting 
dari isomorfisma yakni; pertama, profesionali-
sasi bersandar dari pendidikan formal dan 
legitimasi dalam basis kognitif yang dihasil-
kan oleh pakar perguruan tinggi. Kedua, 
dihasilkan oleh pertumbuhan dan penyebaran 
jaringan profesional yang datang ke dalam 
organisasi. Dalam penelitian ini, karakteristik 
individu yang dimasukkan peneliti sebagai 
variabel independen semuanya terkait dengan 
dua aspek profesionalisme yang dimaksudkan 
di atas. Oleh karenanya, berdasarkan argumen 
di atas, maka peneliti membangun rumusan 
masalah yang akan dikaji dengan metoda kua-
litatif sebagai berikut: 
RM: Bagaimana pemerintah daerah menjalan-
kan sistem pengukuran kinerja dalam 
sudut pandang teori isomorfisma insti-
tusional? Apakah karakteristik individu 
yang terhubung dengan profesionalisme 
akan menggiring kepada isomorfisma 
normatif sebagaimana argumen yang 
dipaparkan Larson (1977), Collins 
(1979), DiMaggio (1983), dan Gudono 
(2014)? 
 
Pengembangan kinerja, akuntabilitas 
kinerja, dan penggunaan informasi kinerja 
Ketersediaan laporan informasi kinerja yang 
berorientasi hasil akan dapat meningkatkan 
akuntabilitas kinerja dan penggunaan infor-
masi kinerja untuk mendukung pembuatan 
keputusan pada suatu organisasi (Artley dan 
Stroh 2001; The Urban Institute 2002). Kon-
disi ini menggambarkan adanya pengaruh 
secara langsung antara pengembangan sistem 
pengukuran kinerja dengan akuntabilitas 
kinerja dan penggunaan informasi kinerja. 
Kloot (1999) menyampaikan bahwa salah satu 
faktor yang memengaruhi peningkatan peng-
gunaan informasi kinerja adalah informasi 
kinerja yang dihasilkan dari implementasi 
sistem pengukuran kinerja suatu organisasi. 
Peningkatan akuntabilitas kinerja akan me-
ningkatkan keinginan pihak manajemen dan 
staf untuk menggunkan informasi kinerja 
dalam pembuatan keputusan. Dengan demi-
kian terdapat pengaruh secara tidak langsung 
antara pengembangan sistem pengukuran 
kinerja terhadap penggunaan informasi kinerja 
melalui akuntabilitas kinerja (Cavaluzzo dan 
Ittner 2004; Nurkhamid 2008; Sofyani dan 
Akbar 2013). Berdasarkan uraian di atas, 








H5a: Pengembangan sistem pengukuran ki-
nerja berhubungan langsung secara po-
sitif terhadap akuntabilitas kinerja.  
H5b: Pengembangan sistem pengukuran 
kinerja berhubungan langsung secara 
positif terhadap penggunaan informasi 
kinerja.  
H5c: Pengembangan sistem pengukuran 
kinerja berhubungan tidak langsung 
secara positif terhadap penggunaan 




Desain penelitian ini dapat dilihat pada 
gambar 1. 
 
Populasi, Sampel dan Level Analisis  
Penelitian dilakukan di pemerintah daerah 
lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 
meliputi; Pemerintah Provinsi Daerah Isti-
mewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten 
Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, 
dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Objek 
penelitian adalah Instansi Pemerintah Daerah 
(Dinas, Badan, dan Kantor). Metoda pemi-
lihan sampel adalah purposive sampling, yaitu 
sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, 
yakni: pejabat minimal eselon 4 (empat) di 
masing–masing dinas, badan, atau kantor 
dengan harapan para pejabat dinas/badan/kan-
tor yang menjadi responden telah terlibat 
dalam proses penyusunan perencanaan stra-
tegis dan laporan kinerja sehingga responden 
yang dipilih diyakini telah memahami kondisi 
di dalam dinas, kantor atau badan yang 
ditempatinya (Sihaholo dan Halim 2005; 
Nurkhamid 2008). 
 
Teknik Pengumpulan Data  
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
adalah data primer melalui penyebaran angket 
kuesioner dan wawancara kepada responden 
dengan metoda penelitian campuran (mixed 
method). Pada beberapa kasus peneliti juga 
melakukan mini observasi untuk memperoleh 
data pendukung. Penelitian metoda campuran 
secara formal didefinisikan sebagai kelas 
penelitian yang menuntut peneliti mencampur 
atau menggabungkan teknik penelitian, 
metoda, pendekatan, konsep atau bahasa 
kuantitatif dan kualitatif ke dalam studi 
























Gambar 2: Strategi Eksplanatoris Sekuensial 
 
Strategi yang digunakan adalah 
eksplanatoris sekuensial (Creswell 2010), 
yaitu dengan pengumpulan dan analisis data 
kuantitatif pada tahap pertama lalu diikuti 
dengan pengumpulan dan analisis secara kua-
litatif (wawancara semi-terstruktur) pada tahap 
kedua yang dibangun berdasarkan hasil kuan-
titatif. Metoda ini digunakan karena apabila 
cakupan penelitian ini hanya dijelaskan 
dengan menggunakan data kuantitatif, maka 
dikhawatirkan tidak dapat menangkap feno-
mena isomorfisma institusional yang ingin 
digali. Selain itu, dengan menggunakan satu 
pendekatan integratif ini, peneliti mampu 
memperoleh pemahaman yang lebih baik serta 
dapat menguji hasil penelitian dari pendekatan 
yang berbeda (Creswell 2010). 
 Penggunaan metoda penelitian cam-
puran ini bukan semata-mata karena dinilai 
baru, sedang naik daun, atau lagi trendi. Pen-
dekatan metode campuran ini sangat cocok 
untuk penelitian ruang lingkup sektor publik 
karena kekhawatiran terjadinya bias normatif 
atau yang biasa disebut sebagai desirability 
bias. Oleh karenanya, penggunaan metoda 
penelitian campuran diharapkan mampu men-
deteksi jika pada penelitian telah terjadi bias 
normatif tersebut, melalui mekanisme wawan-
cara yang bisa digunakan sebagai alat konfir-
masi apakah kuesioner telah diisi oleh respon-
den sesuai keyakinannya atau tidak. Selain itu, 
menurut Creswell (2010) metoda penelitian 
campuran juga dapat digunakan untuk meng-
eksplorasi jika terdapat outlier dan ekstrim 
ketika menganalisis data kuantitatif pada tahap 
pertama, lalu dapat ditindaklanjuti dengan 
wawancara kualitatif tentang kasus–kasus 
outlier tersebut untuk memperoleh penge-
tahuan yang lebih dari hasil olah data kuanti-
tatif. 
Metode Penelitian Campuran (Mixed Method 
Research)  
Penelitian metoda campuran terdiri dari dua 
jenis pendekatan penelitian, yaitu; penelitian 
kuantitatif yang merupakan metoda untuk 
menguji teori–teori tertentu dengan cara 
meneliti hubungan antar variabel. Sedangkan 
penelitian kualitatif merupakan metoda untuk 
mengeksplorasi dan memahami makna yang 
oleh sejumlah individu atau sekelompok orang 
dianggap berasal dari masalah sosial atau 
kemanusiaan. Paradigma positivistik sebagai 
landasan metoda kuantitatif, berurusan dengan 
hal-hal yang empirik (tampak) untuk dicari 
hubungan pada masing–masing variabelnya. 
Sebaliknya, paradigma interpretif sebagai 
landasan metoda kualitatif, berurusan dengan 
hal–hal yang tidak tampak untuk digali 
kebenaran yang sebenarnya (Creswell 2010).  
Kompleksitas masalah penelitian yang 
dilakukan menunutut jawaban dari fenomena 
yang terjadi tidak hanya sekedar sederhana 
dalam angka–angka pada pengertian kuanti-
tatif atau kata-kata pada penelitian kualitatif. 
Dengan mengkombinasikan survei dengan 
wawancara semi–terstruktur, maka peneliti 
dengan pendekatan pragmatis ini dapat mem-
buka pintu untuk menerapkan metoda yang 
beragam, asumsi yang bervariasi, serta bentuk 
yang berbeda dalam pengumpulan data dan 
analisis data (Creswell 2010). Pandangan 
pragmatis dapat menjembatani perbedaan filo-
sofis, yaitu mereka yang setuju dengan posi-
tivists dan post-positivists bahwa ada suatu 
realitas eksternal. Kedua, mereka yang meno-
lak bahwa ada kebenaran absolut (Creswell 
2010). 
Menurut Hartono (2010) walaupun 







(kuantitatif) dan naturalis (kualitatif) berbeda, 
tetapi sebaiknya tidak dipandang sebagai 
sesuatu yang bertentangan, karena keduanya 
memiliki kebaikan-kebaikan dan kelemahan-
kelemahannya tersendiri, sehingga seharusnya 
digunakan secara komplementer, satu meleng-
kapi yang lainnya. Pendekatan mana yang 
harus digunakan dalam melakukan penelitian 
tergantung pada tiga hal, yakni; (1) konteks 
penelitian, (2) kondisi atau lingkungan yang 
terjadi, dan (3) tingkat keluasan dan keda-
laman yang diinginkan. Hartono (2010) juga 
menambahkan kedua pendekatan ini dapat 
digabungkan untuk digunakan bersama-sama. 
Hal ini dimungkinkan dan diharapkan dapat 
memberikan nilai tambah atau sinergi tersen-
diri karena pada hakikatnya masing-masing 
pendekatan mempunyai kebaikan-kebaikan 
sendiri. Metoda campuran dengan menghadir-
kan wawancara ini juga direkomendasikan 
oleh Nurkhamid (2008) agar penjelasan dari 
hasil pengujian hipotesis tidak bersifat speku-
latif, tetapi benar-benar merujuk pada kondisi 
di lapa ngan. 
Keuntungan utama dari metoda pene-
litian campuran adalah memungkinkannya 
peneliti untuk secara bersamaan mengajukan 
pertanyaan konfirmatori dan eksplorasi dan 
karenanya memverifikasi dan menghasilkan 
teori dalam penelitian yang sama (Creswell 
2010). Selain itu data wawancara yang dipakai 
untuk mendukung data survei memungkinkan 
peneliti untuk memperluas teori yang masih 
ada, sehingga dapat dipakai sebagai penga-
laman dan pembelajaran untuk membuka 
perspektif baru untuk membantu mengem-
bangkan keterampilan metodologi baru yang 
besar (Creswell 2010).  
 
Alat dan Teknik Analisis  
Penelitian ini akan menggunakan alat analisis 
Partial Least Square (PLS) untuk menguji 
hipotesis yang dirumuskan. Penggunaan alat 
analisis PLS bertujuan untuk memprediksi 
model dalam rangka pengembangan teori 
Karakteristik PLS yang bekerja dengan meng-
acu kepada perhitungan nilai varian dinilai 
sangat cocok untuk penelitian ini (Hartono dan 
Abdillah 2009; Sholihin dan Ratmono 2013). 
Di samping itu, PLS juga kombinasi dan 
model yang kompleks serta dapat digunakan 
untuk ukuran sampel yang relatif kecil.  
 
Tahap Analisis Data 
Teknik analisis data kuantitatif  
Merancang Model Struktural (Inner Model)  
Model struktural digunakan untuk mempre-
diksi hubungan kausalitas antar konstruk 
(variabel laten). Arah hubungan antar variabel 
laten dalam model penelitian ini merupakan 
hubungan satu arah sehingga digambarkan 
dengan panah arah tunggal. Terdapat dua 
macam konstruk dalam model, yaitu: (1) Kon-
struk Eksogen, merupakan konstruk yang 
tidak diprediksi oleh konstruk lain dalam 
model dan biasa disebut juga dengan variabel 
independen. Konstruk eksogen dapat mem-
prediksi satu atau beberapa konstruk endogen. 
(2) Konstruk Endogen, merupakan konstruk 
yang diprediksi oleh satu atau beberapa kon-
struk eksogen dan hanya dapat berhubungan 
kausal dengan konstruk endogen dan merupa-
kan variabel dependen.  
 
Evaluasi Model Struktural (Inner Model)  
Evaluasi model struktural dilakukan untuk 
menilai seberapa baik model yang diajukan 
untuk memprediksi konstruk yang diukur atau 
juga untuk mengukur tingkat variasi per-
ubahan variabel independen terhadap variabel 
dependen. Evaluasi dilakukan dengan melihat 
skor R Square (R2) yang dihasilkan dari tabel 
iterasi algoritma PLS. Semakin tinggi nilai R2 
(mendekati 1,00) berarti semakin baik model 
prediksi dari model penelitian yang diajukan. 
Merancang Model Pengukuran (Outer 
Model) dan Konstruksi Diagram Jalur  
Model pengukuran dirancang dengan cara 
menghubungkan indikator dengan variabel 
latennya. Dalam penelitian ini merupakan 
model indikator yang digunakan adalah jenis 
konstruk reflektif karena indikator–indikator 
pengukuran merefleksikan konstruk (variabel 
laten) yang dibangun. Selain itu, indikator 
reflektif juga sesuai untuk mengukur persepsi. 
Rancangan model pengukuran membentuk 






kausalitas antar variabel. Dalam menggambar 
diagram jalur (path diagram), digunakan 
prosedur nomogram reticular action modeling 
(RAM) sebagaimana ketentuan yang direko-
mendasikan oleh Falk dan Miller (1992), yaitu 
dijelaskan sebagai berikut:  
a. Konstruk teoretikal yang menunjukkan 
suatu variabel laten digambar dengan 
bentuk oval atau lingkaran. 
b. Variabel–variabel terukur (indikator) di-
gambar dengan bentuk kotak. 
c. Hubungan tidak simetris yang menunjuk-
kan satu arah digambarkan dengan panah 
arah tunggal.  
 
Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)  
Model pengukuran digunakan untuk menilai 
validitas dan reliabilitas model. Parameter 
untuk menilai model pengukuran adalah vali-
ditas konvergen, validitas diskriminan yang 
diperoleh melalui proses iterasi algoritma. 
 
Pengujian Hipotesis  
Pengujian hipotesis untuk memprediksi adanya 
hubungan kausalitas diperoleh melalui uji T-
statistic yang dihasilkan dari proses bootstrap. 
Pengujian dilakukan dengan membandingkan 
nilai T-table dengan nilai T-statistics yang 
dihasilkan dari proses bootstrap. Hipotesis 
diterima (terdukung) jika nilai T-statistics lebih 
tinggi dibandingkan nilai T-table. Dengan 
tingkat keyakinan 95 persen (alpha 5 persen), 
maka nilai T-table untuk uji hipotesis satu ekor 
(one-tailed) adalah  1,64 (Hair et al. 2006). 
 
Teknik Analisis Kualitatif  
Analisis data dilakukan dengan pendekatan 
analisis tematik deduktif yang menurut Braun 
dan Clarke (2006) merupakan metoda analitik 
kualitatif untuk mengidentifikasi, mengana-
lisis dan melaporkan pola atau tema yang ter-
dapat didalam data. Analisis tematik sendiri 
merupakan salah satu klasifikasi dari teknik 
analisis isi (content analysis). Langkah-lang-
kah yang ditempuh meliputi melakukan 
coding, mengelompokkan dalam kategori-
kategori, menemukan ide utama dan menge-
lompokkannya ke dalam tema-tema, selanjut-
nya menemukan pola umum dari kecende-
rungan yang berhasil ditemukan dari data. 
Dalam analisis tematik peneliti tidak diperlu-
kan penjelasan rinci tentang kerangka teori 
dan pendekatan yang digunakan, akan tetapi 
untuk membuat menjadi jelas posisi teori ter-
tentu menjadi penting untuk disandarkan 
(Braun dan Clarke 2006). Dalam proses ana-
lisis dan penentuan tema, peneliti mengguna-
kan konsep teori isomorfisma institusional 
yang berhubungan dengan masalah yang 
sedang dikaji untuk membantu menjelaskan 
hasil berdasarkan temuan data di lapangan. 
Untuk memastikan realibilitas dan 
validitas dari data kualitatif yang sudah ter-
kumpul, maka bisa melakukan beberapa pro-
sedur, antara lain; untuk memastikan validitas 
data dengan memeriksa kembali hasil transkrip 
untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang 
dibuat selama proses transkripsi. Lalu untuk 
memastikan reliabilitas data, maka perlu 
melakukan tanya-jawab dengan sesama rekan 
peneliti (peer de-briefing) untuk meningkatkan 
keakuratan hasil penelitian (Creswell 2010). 
 
Difinisi operasional dan pengukuran variabel 
Self Efficacy  
Variabel ini menggambarkan tingkat keya-
kinan responden terhadap kemampuannya 
dalam melaksanakan tugas dan mencapai tar-
get kinerja yang telah ditetapkan. Instrumen 
yang digunakan untuk mengukur variabel ini 
diadopsi dari Bandura (1997) dengan meng-
gunakan skala likert 1-5 (1 = sangat tidak 
setuju sampai dengan 5 = sangat setuju).  
 
Conscientiousness 
Variabel ini menggambarkan karakter respon-
den seperti rasional, suka menganalisis, dapat 
menentukan tindakan, dan mengadopsi opini, 
dan cenderung menggunakan informasi yang 
tersedia untuk membuat kesimpulan atau 
sebagai dasar pengambilan keputusan (Kor-
zaan dan Boswell 2008). Instrumen yang 
digunakan untuk mengukur variabel ini di-
adopsi dari Korzaan dan Boswell (2008) ber-
dasarkan International Personality Item Pool 
(IPIP) dengan menggunakan skala likert 1-5 (1 
= sangat tidak setuju sampai dengan 5 = 







Opennes To Experience  
Variabel ini menggambarkan karakter respon-
den seperti rasa keingintahuan intelektual. 
Orang yang tingkat Opennes To Experience-
nya tinggi cenderung lebih mudah menerima 
dan memiliki banyak toleransi terhadap hal-
hal atau ide baru, serta memiliki keinginan dan 
kemauan untuk mengalami hal baru atau 
merumuskan ide baru (Korzaan dan Boswell 
2008). Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur variabel ini diadopsi dari Korzaan 
dan Boswell (2008) berdasarkan International 
Personality Item Pool (IPIP) dengan meng-
gunakan skala likert 1-5 (1 = sangat tidak 
setuju sampai dengan 5 = sangat setuju). 
 
Keseusaian Tugas dengan Kompetensi Pen-
didikan  
Variabel ini menggambarkan kesesuaian tugas 
dan jabatan individu dengan kompetensi aka-
demik individu tersebut. Variabel ini diukur 
dengan melihat program studi responden 
sewaktu menempuh pendidikan tinggi dengan 
tugas dan jabatan yang diemban responden 
saat ini.  
 
Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja 
Variabel ini menunjukkan upaya organisasi 
melakukan pengembangan sistem pengukuran 
kinerja yang dicerminkan dengan penentuan 
dan penetapan berbagai tipe ukuran kinerja 
yang berorientasi hasil untuk berbagai kebi-
jakan/program/kegiatan yang dijalankan oleh 
suatu organisasi. Instrumen yang digunakan 
untuk mengukur variabel ini diadopsi dari 
Cavaluzzo dan Ittner (2004) dengan meng-
gunakan skala Likert 1-5 (1 = sangat tidak 
setuju sampai dengan 5 = sangat setuju).  
 
Akuntabilitas Kinerja 
Variabel ini mengukur sejauh mana para 
manajer merasa bertanggungjawab untuk 
mencapai target capaian dari suatu pro-
gram/kegiatan/kebijakan yang dijalankan oleh 
organisasi. Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur variabel ini diadopsi dari Cavaluzzo 
dan Ittner (2004) dengan menggunakan skala 
Likert 1-5 (1 = sangat tidak setuju sampai 
dengan 5 = sangat setuju).  
Penggunaan Informasi Kinerja 
Variabel ini mengungkapkan berbagai jenis 
penggunaan informasi kinerja untuk men-
dukung pengambilan keputusan dalam suatu 
organisasi. Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur variabel ini diadopsi dari Cavaluzzo 
dan Ittner (2004) dengan menggunakan skala 
Likert 1-5 (1 = sangat tidak setuju sampai 
dengan 5 = sangat setuju).  
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN  
Pilot Test  
Sebelum instrumen penelitian disebarkan 
kepada para responden, instrument harus diuji 
terlbeih dahulu validitas dan reliabilitasnya. 
Untuk itu, instrumen kuesioner terlebih dahulu 
diujicobakan (pilot test) kepada responden 
yang memiliki karakteristik sama dengan calon 
sampel penelitian. Pilot test dilakukan kepada 
para pegawai pemda yang sedang menempuh 
kuliah di Magister Ekonomi Pembangunan 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (MEP 
UGM). Dari hasil penyebaran 50 instrumen 
diperoleh 31 instrumen yang layak untuk diuji-
kan dan selanjutnya dianalisis dengan meng-
gunakan software SmartPLS. Hasil pilot study 
menunjukkan bahwa nilai AVE dan Commu-
nality masing-masing >0,5 dan mendekati 0,5. 
Nilai Composite Reliability masing-masing 
>0,6 dan cross loading > 0,6. Selain itu, pada 
hasil cross loading dapat ditemukan masing-
masing indikator yang ada pada suatu variabel 
laten (konstruk) mempunyai nilai cross loading 
tertinggi pada konstruk yang dituju dibanding-
kan dengan nilai yang ada pada konstruk lain-
nya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa per-
tanyaan–pertanyaan dalam penelitian ini valid 
dan reliabel, sehingga layak digunakan untuk 
penelitian (Chin 1998). 
 
Gambaran Umum Responden  
Pengumpulan data dilakukan dua tahap dengan 
metoda berbeda, yakni, pertama: pengumpulan 
data kuantitatif dengan menyerahkan kuesioner 
penelitian pada masing–masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Peme-






kuesioner dirangkum dan dianalisis dengan 
software SmartPLS. Tahap kedua: hasil olah 
data kuantitatif digunakan sebagai dasar mela-
kukan perumusan pertanyaan yang akan diaju-
kan dalam wawancara terhadap responden yang 
tersebar di enam daerah penelitian. Adapun 
rincian response rate dan usable response rate 
dapat disimak pada Tabel 1. 
 
Analisis Data Kuantitatif  
Non-Response Bias  
Pengumpulan data dilakukan dalam dua peri-
ode yang berbeda, yakni minggu pertama dan 
kedua. Untuk memastikan tidak ada perbedaan 
jawaban responden dari dua periode tersebut, 
maka 60 respon akhir (tujuh hari kerja kedua) 
dibandingkan dengan tanggapan sebelumnya 
yaitu 59 respon awal (tujuh hari kerja per-
tama) menggunakan Mann-Whitney Test 
(Field 2009). Dari hasil Mann-Whitney Test 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat per-
bedaan signifikan dari semua variabel yang 
digunakan [Asymp. Sig. (2-tailed)] > 0.05. 
Selain itu, dengan daerah penelitian 
yang cukup luas, yakni meliputi enam wila-
yah, maka untuk memastikan tidak ada per-
bedaan jawaban responden antar wilayah, 
dilakukan Kruskal Wallis Test, yakni uji non-
parametrik yang digunakan untuk memban-
dingkan tiga atau lebih kelompok data sampel 
secara bersamaan (Supangat 2007). Dari hasil 
Kruskal Wallis Test ditemukan nilai Asymp. 
Sig. > 0.05 yang artinya tidak terdapat per-
bedaan jawaban dari responden di enam 
wilayah berbeda yang dijadikan sampel pene-
litian. 
 
Hasil Perancangan Model Struktural  
Dalam model struktural ini, terdapat 14 
konstruk yang terdiri dari 11 konstruk eksogen 
(independen) dan 3 (tiga) konstruk endogen 
(dependen). Model struktural ditunjukkan 
pada gambar 1. 
 
Tabel 1: Rincian Respon Rate dan Usebale Respon rate 






% Dari Jlh 
Disebar 
DIY 24 22 6 2 14 58,33% 
Yogyakarta 21 19 3 1 15 71,43% 
Sleman 24 21 7 3 11 45,83% 
Bantul 29 27 2 2 23 79,31% 
Gunung Kidul 23 23 5 4 14 60,87% 
Kulon Progo 21 21 1 0 20 95,24% 
Jumlah 142 133 24 12 97 68,31% 
 
Tabel 2: Ringkasan Iterasi Algoritma PLS 
Var AVE Composite Reliability Cronbachs Alpha Communality 
AKT 
0,47387 0,777464 0,613566 0,47387 
CON 
0,67316 0,89147 0,839625 0,67316 
KTDK 
1 1 1 1 
OTE 
0,710309 0,907303 0,870019 0,710309 
PIK 
0,665424 0,908587 0,874145 0,665424 
PSPK 
0,645509 0,878533 0,81845 0,645509 
SE 










Catatan: nilai R Square: 0,67 = substantial, 0,33 = moderate, 0,19 = weak, (Chin 







Evaluasi Model Pengukuran 
Uji Validitas Konvergen  
Parameter uji validitas konvergen dilihat dari 
skor AVE dan communality. Skor masing–
masing variabel, kecuali AKT (Akuntabilitas) 
bernilai di atas 0,5. Artinya, probabilitas indi-
kator di suatu konstruk masuk ke variabel lain 
lebih rendah (kurang 0,5). Sehingga, proba-
bilitas indikator tersebut konvergen dan masuk 
di konstruk yang dimaksud lebih besar, yaitu 
di atas 0,5 atau 50%. Meskipun idealnya skor 
AVE >0,5, namun skor >0,4 masih diberi 
toleransi (Lai dan Fan, 2008; Vinzi et al., 
2010).  
 
Uji Validitas Diskriminan  
Parameter validitas diskriminan mengacu pada 
skor cross loading. Dari hasil pengujian Cross 
Loading ditemukan masing–masing indikator 
di suatu konstruk di dalam model pengukuran 
telah memenuhi syarat validitas diskriminan 
karena masing–masing indikator di suatu 
konstruk berbeda dengan indikator di konstruk 
lain dan mengumpul pada konstruk yang 
dimaksud dengan skor > 0,6. 
 
Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas dapat dilihat dari skor Compo-
site Reliability dan Crombach Alpha dengan 
syarat nilainya > 0,6 (Hair et al. 2006; 
Hartono dan Abdillah 2009). Dari Tabel 2 da-
pat disimak skor Composite Reliability semua 
konstruk lebih dari 0,6. Begitu pula untuk skor 
Crombach Alpha, semua konstruk juga memi-
liki skor lebih dari 0,6. Dengan demikian, 
konstruk-konstruk penelitian dinyatakan relia-
bel dan layak digunakan untuk pengujian 
hipotesis.  
 
Evaluasi Model Struktural  
Model struktural dievaluasi dengan meng-
gunakan R
2
 (R-Square) untuk konstruk depen-
den. Dari Tabel 2 dapat disimak bahwa nilai 
R
2
 untuk konstruk AKT (Akuntabilitas) adalah 
sebesar 47,32%, nilai R
2 
untuk konstruk PIK 
(Penggunaan Informasi Kinerja) adalah sebe-
sar 50,84% persen dan nilai R
2
 untuk konstruk 
PSPK (Pengembangan Sistem Pengukuran 
Kinerja) adalah sebesar 28,60%. Nilai-nilai 
tersebut bermakna bahwa model penelitian 
yang diajukan dapat menjelaskan variabel 
konstruk AKT (Akuntabilitas) sebesar 
47,32%, konstruk PIK (Penggunaan Infromasi 
Kinerja) sebesar 50,84%, dan konstruk PSPK 
(Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja) 
sebesar 28,60%,. Sedangkan sisanya dijelas-
kan oleh variabel lain di luar model yang di-
ajukan.  
 
Hasil Pengujian Hipotesis  
Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan 
pada Tabel 3. 
 
Tabel 3: Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 
Hipotesis Hubungan Arah Koefesien Nilai-T Hasil 
H1a SE  AKT + 0,083529 0,732224 Tidak Terdukung 
H1b SE  PIK + 0,145 1,297199 Tidak Terdukung 
H1c SE  PSPK + 0,209785 1,733182* Terdukung 
H2a CON   AKT + 0,15637 1,270705 Tidak Terdukung 
H2b CON   PIK + 0,175011 1,797711* Terdukung 
H2c CONPSPK + 0,01212 0,08046 Tidak Terdukung 
H3a OTEAKT + 0,06031 0,599775 Tidak Terdukung 
H3b OTEPIK + 0,012862 0,117262 Tidak Terdukung 
H3c OTE  PSPK + 0,035696 0,328744 Tidak Terdukung 
H4a KTDK  AKT + 0,04521 0,581382 Tidak Terdukung 
H4b KTDK  PIK + -0,07485 0,959456 Tidak Terdukung 
H4c KTDK  PSPK + -0,01049 0,137729 Tidak Terdukung 
H5a PSPK  AKT + 0,239338 2,727981* Terdukung 
H5b PSPK  PIK + 0,267782 2,465997* Terdukung 













Analisis Data Kualitatif  
Dari hasil pengujian hipotesis, variabel self 
efficacy dan conscientiousness secara empirik 
berhubungan positif terhadap implementasi 
sistem pengukuran kinerja, masing-masing 
dalam hal pengembangan sistem pengukuran 
kinerja dan penggunaan informasi kinerja. 
Menurut beberapa responden, keberhasilan 
pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dan 
pencapaian kinerja dinilai akan bisa diraih 
oleh adanya ketekunan, dedikasi, dan kema-
tangan intelektual pegawai pemda. Beberapa 
karakter tersebut berperan penting dalam me-
ningkatkan profesionalitas kerja yang mampu 
melahirkan isomorfisma normatif. Hasill ini 
sejalan dengan pendapat Lee dan Bobko 
(1994) dan Guadagno et al. (2007). Hasil ini 
juga sejalan dengan paparan beberapa respon-
den yang diperoleh dari hasil wawancara. 
“....komitmen penting dimiliki pega-
wai. Setelah itu dedikasi dan loyalitas 
kepada atasan…”
1
 (Kepala Seksi 
Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pen-
didikan Dasar Bantul) 
 “Orang yang tekun dan dia bisa 
bertahan dengan rutinitas yang mampu 
memberikan kinerja baik...” (Kasubbid 
Litbang Sarpras dan Tata Ruang 
Bappeda Kota Yogyakarta) 
“…bekerja dengan jiwa itu bisa di-
lakukan jika bekerja karena kesesuaian 
antara kemampuan dan modal ilmu 
yang dimiliki dengan tugas yang di-
kerjakan. Sehingga, ketika orang itu 
tepat di bidangnya biasanya mereka 
lebih kompeten, lebih tekun, lebih 
menjiwai, lebih kreatif juga.”(Kasub-
bag Perencanaan Dinas Parpora Kulon 
Progo) 
“…ya harus punya intelektual, sema-
ngat tinggi, tekun, loyal, dan mudah 
beradaptasi…” (Analis Kebutuhan 
Program Diklat Badan Kepegawaian 
Daerah DIY) 
Sedangkan variabel opennes to expe-
rience yang identik dengan karakter seseorang 
yang kreatif secara statistik tidak berhubungan 
signifikan dengan pelaksanaan sistem pengu-
kuran kinerja. Tidak terdukungnya variabel 
opennes to experience bisa jadi dikarenakan 
pada realita di lapangan yang ditemukan 
peneliti, yakni tugas dan wewenang pegawai 
pemda dibatasi oleh peraturan. Sehingga, 
kapasitas pegawai pemda untuk melakukan 
improvosasi atau kreatifitas dalam hal tertentu 
tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan 
yang disampaikan beberapa responden beri-
kut: 
“Kami membutuhkan orang tekun, tapi 
juga penuh kreatifitas. Kalau orang 
tekun tapi tidak kreatif nanti saklek... 
Tapi kita melayani masyarakat dan kita 
menegakkan kebijakan bupati dengan 
berbagai kebijakannya harus sesuai 
dengan perda yang ada. Kita (satpol 
PP, pen) sebagai kepanjangan tangan 
pimpinan, maka pelaksanaan operasi di 
lapangan tetap harus sesuai peraturan.” 
(Kepala Kantor TU Satpol PP Gunung 
Kidul) 
 
Berikut beberapa pendapat dari res-
ponden lain yang serupa dengan pendapat dari 
responden Gunung Kidul di atas: 
 “... ruang gerak kita dibatasi... Kan 
sudah ada plotnya. Jadi kita tinggal 
mengisi. Jadi memang daya ekspresi 
kita tidak tertuangkan di sini. Jadi ana-
lisisnya ya apa adanya.” (Kepala Seksi 
Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pen-
didikan Dasar Bantul) 
“Orang kreatif tidak punya ruang di-
sini. Idealnya posisi litbang itu adalah 
fungsional peneliti. Jadi dia langsung 
betanggungjawab ke kepala bappeda... 
Saya pikir birokrasi kita memang 
belum memberikan ruang kepada insan 
kreatif…”
2
 (Kasubbid Litbang Sarpras 
dan Tata Ruang Bappeda Kota Yogya-
karta) 
“...ketika orang itu tepat di bidangnya 
biasanya mereka lebih kompeten, lebih 
tekun, lebih menjiwai, lebih kreatif 
juga. Contohnya saat acara seni, mere-







bekerja cepat dan bagus. Tapi kalau 
yang lain mengerjakan tentu tidak 
sebagus orang seni.”(Kasubbag Peren-
canaan Dinas Parpora Kulon Progo) 
 
Kesesuaian Tugas dengan Kompetensi 
Pendidikan 
Dari hasil pengujian hipotesis, variabel kese-
suaian tugas dengan kompetensi pendidikan 
secara empirik tidak berhubungan terhadap 
implementasi sistem pengukuran kinerja, baik 
dalam hal pengembangan sistem pengukuran 
kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja mau-
pun penggunaan informasi kinerja. Keadaan 
ini bisa jadi dikarenakan ketidaksesuaian tugas 
dengan kompetensi pendidikan dapat ditutupi 
oleh adanya pelatihan, kompetensi non-aka-
demik yang dimiliki pegawai (seperti: 
kemampuan mengontrol emosi, kemampuan 
memimpin, kemampuan menyesuaikan diri 
dan mengembangkan kapasitas kompetensi 
dan intelektual, dsb), dan pengalaman pegawai 
SKPD
3
. Pengalaman di dianggap mampu men-
jadi modal untuk menyesuaikan diri di instansi 
baru jika terjadi rolling jabatan atau tempat 
kerja.  
Di samping itu, adanya tuntutan untuk 
siap ditempatkan di posisi manapun juga ber-
kemungkinan menjadi alasan lain. Fakta di 
lapangan yang ditemukan adalah kesesuaian 
antara formasi (posisi/tugas) dengan kompe-
tensi pegawai pemda sangat sulit dicapai kare-
na adanya kesenjangan yang cukup tinggi an-
tara formasi jenis pekerjaan dengan spesifikasi 
pegawai yang tersedia saat rekrumen pegawai 
pemerinth daerah dilaksanakan. Hal ini sejalan 
dengan apa yang disampaiakan oleh respon-
den dari Sleman dan Bantul berikut ini: 
“Saya rasa ketika pejabat atas seperti 
orang di Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) berkoordinasi dengan kepala-
kepala SKPD untuk mendiskusikan 
penempatan pegawai, mereka tentu 
mempertimbangkan segala hal terkait 
siapa yang akan menempati posisi ter-
tentu. Entah itu kompetensi, kemam-
puan lain, pengalaman, ataupun faktor 
lain semuanya dipertimbangkan. Jadi 
menurut saya, spesifikasi dalam hal 
kompetensi tidak begitu berpengaruh 
dalam pelaksanaan sistem pengukuran 
kinerja dan dalam hal pencapaian 
kinerja. Disamping itu juga ada pela-
tihan yang dapat memberi kontribusi 
positif dari yang tadinya antara kom-
petensi dengan pekerjaannya tidak 
sesuai menjadi sesuai dan mampu 
bekerja di posisi yang diembannya.” 
(Kepala Seksi Perencanaan dan Eva-
luasi Dinas Pendidikan Dasar Bantul) 
“Tidak harus sesuai. Tapi, tidak boleh 
keluar dari rumpun. Misalnya di kepala 
kantor perpus ya idealnya dari IPS 
(Ilmu Pengetahuan Sosial). Misalnya 
insinyur jadi kepala perpus kan tidak 
pas. Artinya tidak harus sesuai tapi 
tidak boleh keluar dari rumpun. Kan 
ketidaksesuaian itu bisa dikembangkan 
dengan pelatihan dan juga pengalaman 
yang bersangkutan…”
4
 (Kepala Kantor 
Perpusda Sleman) 
 
Meski demikian, terdapat pula argu-
men berbeda dari beberapa responden lain 
yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian 
tugas dan kompetensi adalah masalah besar 
dan mengganggu impelementasi sistem peng-
ukuran kinerja, khususnya dalam upaya pen-
capaian kinerja. Berikut beberapa pendapat 
responden yang kontra dengan pendapat dari 
responden dari Bantul dan Sleman: 
“…ya memang jika the right man in 
the right position tentu berbeda dengan 
wrong man in the wrong position. Saya 
mencontohkan spesifik saja... Kalau di 
bagian kebudayaan kan banyak alumni 
ISI (Institut Seni Indonesia), itu 
memang sangat cocok sekali. Mereka 
intuisinya sangat kuat ketimbang kami 
yang non lulusan seni, kalau kami tune 
nya kurang...” (Kasubbag Perencanaan 
Dinas Parpora Kulon Progo). 
“Lha ini (dengan terkejut dan antusias 
mendengar pertanyaan peneliti)... Saya 
pikir kita semua sudah tahu yang 
namanya the right man in the right 






sanakan tugas maksimal dan ingin 
hasil maksimal pula, maka SKPD khu-
susnya BKD harus menempatkan se-
seorang sesuai dengan keahlian di-
bidangnya. Namun kita melihat selama 
ini, kadang-kadang karena berbagai 
kebijakan, ada hal yang kurang pas, 
maka kita berusaha untuk menyesuai-
akan. Saya berharap agar dalam 
mengisi kekosongan pejabat yang ada, 
diambilkan dari orang yang mem-
bidangi kaitannya dengan penegakaan 
perda atau hukum, itu dari sajana 
hukum. Kami harap jangan ditem-
patkan orang yang asal (tidak sesuai, 
pen), hanya karena orang tersebut 
golongannya sudah mencukupi lalu 
ditempatkan diposisi itu. Jadi, kalau 
bisa ya harus the right man in the right 
place. Kalau di Pol PP ada pendidikan 
dasar ke Pol PP-an untuk penyesuaian 
kompetensi dengan tugas di Satpol PP. 
Ini semacam matrikulasi kalau di per-
guruan tinggi.”(Kepala Kantor TU 
Satpol PP Gunung Kidul). 
“Oya, itu masalah besar. Saya alami 
sendiri. Jadi saya masuk bappeda dulu 
di bagian sekretariat. Saya pernah 
pengalaman menbuat LAKIP. Basic 
saya teknik arsitektur, magister urban 
management dan urban planning, tapi 
jadi kepala TU waktu itu. Itu nggak 
banget (tidak sesuai dengan spesifikasi 
kompetensi, pen). Cuma problem-nya 
memang pada tingkat struktural itu 
sering dirotasi. Problem-nya lagi ada-
lah SDM yang dipunya dengan formasi 
yang tersedia itu tidak selalu match. 
Sehingga, memang ada beberapa for-
masi yang akhirnya tidak matching 
dengan profile orang yang mengisi itu 
(formasi, pen). Ini problem, dan pela-
tihan tidak bisa mengatasi masalah itu. 
Saya orang teknik biasanya lemah di 
administrasi tapi disuruh membawahi 
bidang administrasi. Saya pikir biro-
krasi kita yang di indonesia ini hanya 
mengikuti trend, jadi hanya sebatas 
labeling, belum masuk ke level 
esensi.” (Kasubbid Litbang Sarpras 
dan Tata Ruang Bappeda Kota Yogya-
karta). 
“ya masalahnya kan karena seringkali 
kita (satuan kerja perangkat daerah, 
pen) dimasuki oleh “orang-orang 
titipan”… entah dari mana datangnya 
(orang titipan)… masalah berikutnya 
adalah “orang-orang titipan” ini 
seringkali tidak memiliki komepetensi 
bahkan hasil kerjanya jelek… yaaa… 
memang mau tidak mau kita meng-
hadapi realita politik seperti ini… dan 
orang di pemda sudah maklum dengan 
keaadan seperti ini… sangat disayang-
kan…”
5
 (Kasubbag dinas perhubungan 
Bantul). 
Dari pendapat responden Kota Yogya-
karta, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul 
di atas ditemukan adanya indikasi bahwa 
banyak dari pegawai pemda menginginkan 
kondisi yang ideal, yakni formasi yang dise-
suaikan dengan kompetensi pendidikan. 
Ketidaksesuaian dianggap sebagai kendala dan 
masalah yang menghambat pelaksanaan 
sistem pengukuran kinerja yang selanjutnya 
berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. 
Responden dari Bappeda kota Yogyakarta 
bahkan menilai bahwa fenomena ketidak-
sesuaian antara tugas dan jabatan mengindi-
kasikan bahwa pelaksanaan sistem pengu-
kuran kinerja di Indonesia hanya upaya legi-
timasi dan “labeling” yang dalam sudut pan-
dangan isomorfisma institusional disebut 
dengan isomorfisma mimetik. Situasi ini juga 
mengindikasikan bahwa pelaksanaan system 
pengukuran kinerja di SKPD belum menyen-
tuh level esensi atau isomorfisma yang sifat-
nya normatif. Namun, karena kondisi yang ada 
sulit untuk ideal, maka setiap SKPD melaku-
kan penyesuaian diri dengan cara berbeda.  
Kondisi ketidaksesuaian tugas dan 
kompetensi tersebut selanjutnya memicu 
fenomena isomorfisma koersif sebagaimana 
yang terjadi di Bappeda pemkot Yogyakarta dan 
mungkin juga terjadi di banyak SKPD di 
lingkup pemda DIY dimana pegawai pemda 







diemban kepadanya, khususnya dalam pelak-
sanaan system pengukuran kinerja. Selain itu, 
fenomena tersebut juga memicu isomorfisma 
normatif sebagaimana yang terjadi di Satpol PP 
Gunung Kidul sebagai respon menyikapi 
kondisi tidak idealnya posisi dengan kompetensi 
pendidikan khususnya terkait pelaksanaan 
sistem pengukuran kinerja dengan membuat 
program pelatihan khusus kesatpol PP-an untuk 
membantu pelaksanaan tugas pegawai. 
Responden dari Disparpora Kulon 
Progo mengemukakan kesesuaian tugas de-
ngan kompetensi pendidikan sudah menjadi 
pertimbangan penting oleh Badan Kepe-
gawaian Daerah Kulon Progo dan kepala 
SKPD, meskipun dalam realita di lapangan 
kondisi ideal ini masih sangat sulit diwujud-
kan. Pada kondisi tugas sesuai dengan kom-
petensi, hal itu akan sangat membantu impe-
lementasi sistem pengukuran kinerja, baik 
dalam pengembangan sistem pengukuran 
kinerja maupun upaya pencapaian kinerja dan 
akuntabilitas kinerja. Kesusaian tugas dan 
kompetensi pendidikan ini memicu dorongan 
pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dari 
fenomena isomorfisma normatif.  
Di sisi lain, ketika responden dari BKD 
DIY dikonfirmasi mengenai pertimbangan apa 
yang menjadi dasar BKD menempatkan seorang 
pegawai pada posisi yang tidak sesuai dengan 
kompetensinya, responden hanya menjawab 
“tidak tahu”, seagaimana yang dikutip berikut ini: 
“Kalau itu saya kurang tahu karena itu 
kebijakan pimpinan langsung.”(Analis 
Kebutuhan Program Diklat Badan 
Kepegawaian Daerah DIY) 
Namun, dari jawaban responden dari BKD 
DIY tersebut, dapat ditemui adanya opini yang 
sejalan dengan yang dipaparkan oleh Kasub-
bag dinas perhubungan Bantul, bahwa tidak 
sesuainya tugas dan kompetensi dipengaruhi 
oleh kebijakn yang bersifat politis dan sudah 




Penelitian ini merupakan perpaduan dari ana-
lisis kuantitatif dan kualitatif, sehingga kele-
bihannya adalah peneliti dapat menemukan 
informasi yang lebih mendalam mengenai 
masalah penelitian yang ingin diuji. Variabel 
self efficacy dan conscientiousness secara em-
pirik dengan pendekatan kuantitatif berhu-
bungan positif terhadap implementasi sistem 
pengukuran kinerja. Hasil ini sejalan dengan 
pendapat Lee dan Bobko (1994) dan 
Guadagno et al. (2007) sebagaimana yang 
dipaparkan dalam perumusan hipotesis. Tetapi 
hubungan yang tercipta dari masing-masing 
variabel hanya dalam hal pengembangan 
sistem pengukuran kinerja dan penggunaan 
informasi kinerja. Pada kasus ini, self efficacy 
dan conscientiousness mampu memicu ter-
jadinya isomorfisma normatif.  
Dari hasil pengujian hipotesis, kese-
suaian tugas dengan kompetensi pendidikan 
secara empirik tidak berhubungan terhadap 
implementasi sistem pengukuran kinerja, baik 
dalam hal pengembangan sistem pengukuran 
kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja mau-
pun penggunaan informasi kinerja. Dari hasil 
analisis kualitatif, dijelaskan bahwa keadaan 
ini bisa jadi dikarenakan ketidaksesuaian tugas 
dengan kompetensi pendidikan dapat ditutupi 
oleh adanya pelatihan, kompetensi non-aka-
demik yang dimiliki pegawai (seperti: 
kemampuan mengontrol emosi, kemampuan 
memimpin, kemampuan menyesuaikan diri 
dan mengembangkan kapasitas kompetensi 
dan intelektual, dsb), dan pengalaman pegawai 
SKPD.  
Pengalaman dianggap mampu menjadi 
modal untuk menyesuaikan diri di instansi 
baru jika terjadi rolling jabatan. Kondisi ini 
adalah ciri dari isomorfisma mimetik. Di 
samping itu, adanya tuntutan (koersif) untuk 
siap ditempatkan di posisi manapun juga ber-
kemungkinan menjadi alasan lain. Faktanya di 
lapangan, memang kesesuaian antara formasi 
(posisi/tugas) dengan kompetensi pegawai 
pemda sangat sulit dicapai karena adanya 
kesenjangan yang cukup tinggi antara formasi 
dengan spesifikasi pegawai yang tersedia. 
Meski demikian, dari hasil analisis kualitatif 
pula diperoleh argumen berbeda yang menya-
takan bahwa ketidaksesuaian tugas dan kom-






impelementasi sistem pengukuran kinerja, 
khususnya dalam upaya pencapaian kinerja. 
Pada kondisi tugas sesuai dengan kompetensi, 
hal itu akan sangat membantu impelementasi 
sistem pengukuran kinerja, baik dalam 
pengembangan sistem pengukuran kinerja 
maupun upaya pencapaian kinerja dan akun-
tabilitas kinerja. Berdasarkan penjelasan ter-
sebut, dapat disimpulkan bahwa dorongan 
yang mucul pada pelaksanaan sistem pengu-
kuran kinerja adalah dari isomorfisma koersif 
dan mimetik jika terjadi ketidaksesuaian, dan 
dari isomorfisma normatif jika kesesuaian 
tugas dan kompetensi pendidikan itu ter-
penuhi. 
Implikasi penting dari hasil penelitian 
ini adalah bahwa untuk menunjang keber-
hasilan implementasi sistem pengukuran 
kinerja, karakter individu pegawai pemda 
menjadi aspek yang harus diperhatikan se-
belum menerima seseorang bekerja di instansi 
lingkup pemerintah daerah, khususnya terkait 
self efficacy dan conscientiousness. Hal itu 
karena kinerja organisasi yang baik berasal 
dari pegawai yang memiliki kinerja yang baik 
pula (Robbins dan Timothy 2010), dan salah 
satu pemicu pegawai pemda memiliki kinerja 
yang baik adalah self efficacy yang tinggi dan 
karakter conscientiousness yang dimiliki 
pegawai pemda itu sendiri. Selain itu, dua 
karakter tersebut juga mampu membawa 
impelementasi sistem pengukuran kinerja ke 
level isomorfisma normatif. Untuk masa men-
datang, implementasi sistem pengukuran 
kinerja harus segera diintegrasikan dengan 
perangkat sistem informasi agar dapat mem-
bantu dan mempermudah pelaksanaan SAKIP 
dan pelaporan LAKIP. 
Penelitian ini memeiliki keterbatasan 
yang akan memengaruhi hasil penelitian. 
Keterbatasan–keterbatasan itu antara lain: 
pertama, item–item yang terdapat dalam kue-
sioner penelitian banyak yang di-drop, 
sehingga pengukuran–pengukuran yang di-
pakai untuk menjelaskan konstruk yang di-
bangun kurang maksimal. Ketiga, data pene-
litian ini merupakan hasil dari instrumen yang 
berdasarkan pada persepsi responden, maka 
hal ini dapat menimbulkan masalah jika per-
sepsi responden berbeda dengan keadaan 
sesungguhnya. Keempat, pengukuran variabel 
kesesuaian tugas dengan kompetensi pendi-
dikan (KTdK) hanya dilakukan dengan pen-
dekatan pembobotan, yakni memberikan 
bobot ‘1’ jika posisi responden tidak sesuai 
dengan latar belakang pendidikan, dan bobot 
‘2’ jika posisi responden sesuai dengan latar 
belakang pendidikan. Pendekatan yang meru-
pakan pengembangan dari peneliti sendiri ini 
sangat mungkin memiliki kelemahan.  
Kelima, penelitian ini hanya dilakukan 
di lingkup wilayah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, sehingga kurang mampu 
mengeneralisasi praktik–praktik pengukuran 
kinerja secara luas, khususnya di Indonesia. 
Keenam, wawancara kepada responden hanya 
dilakukan di tujuh SKPD berbeda. Padahal, 
setiap SKPD memiliki karakter dan tugas yang 
spesifik, sehingga hasil wawancara tidak bisa 
dijadikan dasar sebagai simpulan apa yang 
terjadi di seluruh SKPD yang menjadi sampel 
penelitian. Terakhir, jumlah sampel pada 
tahap survei jika dibandingkan dengan jumlah 
sampel minimal yang dibutuhkan untuk 
menguji model persamaan struktural sangat 
jauh dari ideal (97 berbanding 212 sampel). 
Hal ini disebabkan jumlah sampel yang ada di 
lapangan memang terbatas dan ditambah lagi 
respon rate di lapangan yang relatif rendah. 
Beberapa masukan yang direkomen-
dasikan untuk pengembangan penelitian beri-
kutnya, yaitu; pertama, peneliti berikutnya 
dapat mencari faktor-faktor lain yang dapat 
menangkap fenomena isomorfisma dalam 
kaitannya dengan implementasi sistem peng-
ukuran kinerja. Kedua, penelitian selanjutnya 
sangat disarankan untuk dilakukan di pemda 
selain lingkup DIY atau bahkan memperluas 
wilayah penelitian hingga ke seluruh pemda di 
Indonesia, agar dapat memberikan hasil yang 
memiliki validitas eksternal lebih baik. Ketiga, 
penelitian selanjutnya yang memasukkan 
variabel kesesuaian tugas dengan kompetensi 
pendidikan (KTdK) sebaiknya tidak melaku-
kan pengukuran variabel tersebut hanya 
dengan pendekatan pembobotan, tetapi sebaik-
nya berdasarkan pengukuran yang lebih baik 







Keempat, penelitian selanjutnya sangat 
diharapkan untuk mencukupi aturan sampel 
ideal agar hasil pengujian hipotesis menunjuk-
kan hasil yang lebih baik. Terakhir, peng-
gunaan mixed methods sangat disarankan bagi 
penelitian berikutnya, karena dengan meng-
gunakan teknik ini, maka hasil yang diperoleh 
dapat digali lebih dalam dan dapat melihat 
dari sudut pandang yang beragam dan kaya 
dibandingkan apabila hanya menggunakan 
satu analisis saja. Disamping itu, penggunaan 
strategi lain, seperti: eksploratoris sekuensial, 
transformatif sekuensial, triangulasi sekuensial 
dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan 
kebaikan metodanya.  
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 Responden ini juga menyampaikan bahwa pimpinan (kepala dinas) di tempatnya bekerja memiliki komitmen yang 
sangat kuat. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa pimpinannya sangat menghargai waktu, aspirasi 
masyarakat dan menjunjung tinggi amanah untuk mencapai kinerja organisasi guna memenuhi kepuasan 
masyarakat. 
2
Responden menunjukkan mimik setengah menyesali situasi ini. Dalam penjelasan lebih lanjut yang tidak 
dipaparkan pada paper ini, responden secara implisit sesungguhnya ingin menyatakan bahwa yang mengalami hal 
tersebut adalah dirinya sendiri. Perlu diketahui responden ini adalah seorang Master alumni perguruan tinggi di 
Belanda di bidang tata kota dan sub urban. Dari paparannya, responden ini merasa tidak diposisikan dengan ideal 
dan tidak diberi ruang improvisasi yang memadai. Ia juga menyayangkan bahwa beberapa kebijakan lebih banyak 
didminasi kepentingan politik ketimbang kebutuhan masyarakat.  
3
 Argumen ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden asal kabupaten Sleman. 
4
 Perlu diketahui bahwa responden ini adalah pegawai yang kompetensi lulusan dan tugas pekerjaannya tidak sesuai. 
Namun, ia sudah memiliki pegalaman kerja yang lama yakni 20 tahun. Catatan tambahan ini perlu penulis 
tambahkan agar pembaca mengetahui situasinya.  
5
 Dari dealektika intonasi responden saat menyampaikan opininya, responden Nampak bersemangat dengan bersikap 
sangat kritis terhadap situasi ini (ketidak sesuaian tugas dengan kompetensi aparat pemda). Ia juga menyampaikan 
bahwa ketika diangkat, posisi responden tersebut sesuai dengan komepetensinya dan ia sangat puas dengan 
kondisi tersebut. Ia menjadi bersemangat dalam bekerja da nada niat yang kuat untuk mencapai kinerja. Namun, 
ketika rolling jabatan terjadi, dia merasa posisi saat ini (kasubbag dinas perhubungan) tidak sesuai dengan 
kompetensinya. Sehingga, ia mengakui bahwa dalam pekerjaannya ia hanya menjalankan apa yang sudah 
ditugaskan semampunya. Ia merasa kehilangan semangat, kecintaan pada pekerjaan, kepuasan dan niat yang kuat 
untuk mencapai kinerja. 
